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A. Pengantar 
Materi kelima ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengenal Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap kinerja dari masing-masing lembaga pemerintah non kementrian yang ada

B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu memahami peran dan tanggungjawab lembaga pemerintah non kementrian
2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memberikan contoh terhadap peran dan tanggungjawab lembaga pemerintah non kementrian.

C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tanggungjawab lembaga pemerintah non kementrian.

2. Mahasiswa mampu mengkritisi peran dan tanggungjawab lembaga pemerintah non kementrian.

D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini adalah dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai lembaga pemerintah non kementrian di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (dahulu Lembaga Pemerintah Nondepartemen, disingkat LPNK) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.

LPNK mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden atau menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPNK terdiri dari

1. Kepala

2. Sekretariat Utama

3. Deputi

4. Inspektorat Utama.

Apabila dipandang perlu LPNK dapat membentuk Komisi/Kelompok Kerja Non Struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPNK dikoordinasikan oleh Menteri yang meliputi

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS, BAPPENAS, BKPM,BULOG, dan BARANTI

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, sosial dan Keamanan bagi LEMSANEG;

3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah bagi BPN;

4. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi BPOM;

5. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;

6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, dan ANRI

7. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;

8. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN,BEPETEN, BAKORSUTANAL, dan BSN;

9. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bagi BKKBN; dan

10. Menteri Negara Koperasi dan UKM bagi BPS-KPKM.

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)

Tugas & Wewenangnya:

1. Memberikan pertimbangan kepada Presiden (diminta atau tidak diminta) mengenai kegiatan survey dasar sumber alam dan pemetaan.

2. Mengusahakan data dasar dan segala jenis peta.

3. Membina data dasar dari perpetaan wilayah nasional.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Merencanakan & melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi negara.

2. Merencanakan & melaksanakan pendidikan dan latihan bagi PNS.

3. Memberi pertimbangan di bidang administrasi negara kepada instansi pemerintah / instansi lain

4. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama di bidang administrasi negara baik di dalam maupun luar negeri.

5. Mengembangkan dan memajukan ilmu administrasi negara, mengeluarkan buku-buku pedoman teknis administratif di bidang administrasi pemerintahan.

Lembaga Sandi Negara

Tugas & Wewenangnya:

1. Mengatur, mengkoordinasi dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara.

2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan persandian.

3. Penentuan kebijaksanaan pelaksanaan yang berhubungan dengan bidang intelijen termasuk pengamanan personil, peralatan dan keterangan-keterangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Tugas & Wewenangnya:

1. Bersama-sama Depkeu menyusun APBN.

2. Bersama lembaga yang bersangkutan menyusun kebijakan perkreditan dan penanaman modal, kebijakan penerimaan dan penggunaan kredit dan bantuan luar negeri untuk pembangunan.

3. Melakukan survey, penelitian dan penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Menyelesaikan masalah-masalah kedirgantaraan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan nasional.

2. Merintis, membina, memajukan dan mengkoordinasi kegiatan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatan teknologi dan penelitian dirgantara untuk kepentingan pembangunan nasional.

3. Memupuk kerjasama di dalam dan luar negeri di bidang kedirgantaraan dan penggunaan antariksa.

Arsip Nasional 

Tugas & Wewenangnya:

1. Menampung, menyimpan dan merawat arsip statis dari Lembaga Negara, Pemerintah dan Badan lainnya, seperti Badan Swasta dan perorangan yang mempunyai arti dan nilai penting sebagai bukti sejarah dan pertanggungjawaban nasional.

2. Mengatur dan mengolah arsip statis untuk disediakan dan dipergunakan bagi kegiatan pemerintahan, penelitian dan kepentingan umum.

3. Menyelenggarakan hubungan dengan badan-badan di dalam dan di luar negeri.

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Dewan Hankamnas)

Tugas & Wewenangnya:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan mengenai masyarakat dan daerah Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer.

2. Melaksanakan pengkajian strategis dengan ruang lingkup nasional, regional dan internasional.

Badan Urusan Logistik (BULOG)

Tugas & Wewenangnya:

1. Melaksanakan pengadaan beras dan gabah di dalam negeri.

2. Melaksanakan penyebaran beras dan gabah guna meratakan persediaan dan menstabilkan harga.

3. Melakukan impor beras, gula, gandum dan bahan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan dengan tidak mengganggu kestabilan harga baik bagi produsen maupun konsumen.

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.

2. Merencanakan peraturan kepegawaian di bidang kepegawaian.

3. Menetapkan pensiun dan menyelenggarakan tata usaha pensiun.

4. Menyelenggarakan pengawasan, kordinasi dan bimbingan serta petunjuk teknis kepegawaian mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada Departemen, Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pemda dan Instansi pemerintah lainnya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Tugas & Wewenangnya:

1. Mengkaji, menerapkan dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan kehidupan rakyat, kualitas industri, teknologi konversi dan konservasi energi, teknologi elektronika dan informatika, membina sarana fisik dan laboratorium.

2. Mengkaji dan menerapkan teknologi di bidang industri di bidang pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam.

3. Mengendalikan, menilai dan membina pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Menyiapkan rumusan kebijaksanaan umum & menganalisis pelaksanaan program KB.

2. Membina dan menyelenggarakan kegiatan operasional program KB

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Tugas & Wewenangnya:

1. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal ke dalam suatu rencana yang terpadu.

3. Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal ke daerah-daerah.

4. Memberikan pelayanan yang diperlukan untuk kelancaran penanaman modal.

Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Merumuskan kebijaksanaan dan program tenaga atom nasional dan melaksanakan koordinasi terhadap badan atau lembaga atau departemen untuk menjamin keselarasan pengembangan tenaga atom di Indonesia.

2. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan di bidang tenaga atom

3. Membina dan melaksanakan penelitian dasar, aplikasi teknik nuklir dan eksplorasi bahan nuklir.

4. Membina dan melaksanakan penelitian, pengkajian sains dan teknologi nuklir untuk pengembangan industri nuklir.

Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan operasi intelijen di dalam dan di luar negeri.

2. Mengkoordinasi, menginterogasi dan melakukan pembinaan teknis seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan badan-badan di luar BAKIN.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Tugas & Wewenangnya:

1. Pengembangan, pembinaan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat ilmiah Indonesia.

3. Pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Tugas & Wewenangnya:

1. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah.

2. Melaksanakan pengukuran dan pemerataan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan.

3. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.

4. Melaksanakan Diklat Pejabat Pertanahan.

Biro Pusat Statistis (BPS)

Tugas & Wewenangnya:

1. Melakukan kegiatan statistik antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan keagamaan.

2. Menyajikan dapat hasil kegiatan statistik untuk membantu departemen dan publik.

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Jelaskan perbedaan  lembaga negara dengan lembaga pemerintah non kementrian.
2. Jelaskan perbedaan fungsi dan tugas dari BPPN & Bapenas.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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